
 

 
 

 
 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

NOMOR  10 TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2008 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan 
Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 158); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1974 

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3890);  

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3815); 



 

   

 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4237); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun  2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan 
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 2967);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1994 Nomor 
69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3573) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4515); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 
Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 



 

   

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan 
dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah 

Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan 
Otonomi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4073); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4855); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4741); 

19. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara 
Penjualan Rumah Negeri; 

20. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan 
Penetapan Status Rumah Negeri;  

21. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan 
Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas; 

22. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4330) sebagaimana 
telah diubaha beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan 
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan 

Materil Daerah; 



 

   

 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana 
dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang 

Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah 
yang Baru Dibentuk; 

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang 
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah; 

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang 

Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah 
Provinsi/Kabupaten/ Kota; 

29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 ); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat 
Dewan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7); 

32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau 
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8); 

33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi 

Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi 
Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9); 

34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Badan Narkotika 



 

   

 

Provinsi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan 
Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10); 

35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau 
Nomor 1); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
dan 

 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1  

 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :  

 

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau; 

2. Pemerintah Kota adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah; 

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau selaku pemegang kekuasaan 

pengelolaan barang milik daerah; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 

5. Sekertaris daerah adalah Sekertaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku 
pengelola barang milik Daerah; 


